BUPATI SUMBA TENGAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI SUMBA TENGAH
NOMOR: & TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN STATUS UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SANGGAR KEGIATAN BELAJAR
(SKB) MENJADI SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL SANGGAR KEGIATAN BELAJAR (SKB)

Menimbang

Mengingat

KABUPATEN SUMBA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBA TENGAH,

bahwa sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPTD) Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)
dalam pelaksanaanya, terutama dalam penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan
mengalami kendaia dalam memperoleh Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN)
dan Nomor induk Siswa Nasional (NISN) dimana NISN merupakan syaral warga
belajar untuk mengikuti ujlan nasional;

bahwa Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) selama ini bukan satuan pendidikan maka

' tidak dapat diakrediasi oieh Badan Akreditasi Nasional Pendidican Nov Forne)

(BAN PNF), sehingga SKB tidak menyelenggarakan ujian pendidikan kesetaraan
tingkat satuan pendidikan dan menerbitkan sertifikat koempetensi;

bahwa berdasarakan pertimbangan sebagaiaman dimaksud dalam huruf a darn
huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sumba Tengah tentang Perubahan
Status Unit Pelaksana Teknis (UPTD) Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Menjadl
Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kabupaten Sumba
Tengah.

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 ientang Sistem Pendidikan Nasonal

{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran

Negara Repubiik Indonesia Nomor 4301);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemefintah  Pusal dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438); '

- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupsten Sumba

Tengah di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4679),

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Repbulik Indonesia Tahun 2011 Nomor
82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemenntahan Daerah (Lembaran negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tehun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor §8. Tambahan Lembaran Negara Repubiik
Indonesia Nomor 5879);

. Peraturan Pemernintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran

Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4883);

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendaan Pendidikan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 81, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan

R?Q”lng_araan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonasia Tahun 2040



Menetapkan

9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Peraaturan
Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4486);

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81
Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;

11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun
2016 tentang Pedoman Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar menjadi Satuan
Pendidikan Non Formal;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Sumba Tengah Tahun 2008 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI SUMBA TENGAH TENTANG PERUBAHAN STATUS UNIT
PELAKSANA TEKNIS (UPTD) SANGGAR KEGIATAN BELAJAR (SKB) MENJADI

SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL SANGGAR KEGIATAN BELAJAR (SKB)
KABUPATEN SUMBA TENGAH.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupat ini, yang dimaksud dengan :

Daerah adalah Kabupaten Sumba Tengah;

Bupati adalah Bupati Sumba Tengah;

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Tengah;

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan
Olah Raga Kabupaten Sumba Tengah sebagai unsur pelaksana Pemerintah
Daerah,

Badan Kepegawaian Daerah adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten

Sumba Tengah; :

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga adalah Jabatan Pimpinan yang

memimpin Dinas Pendidikan, Pemudz dan Olah Raga Kabupaten Sumba Tengah;

Sanggar Keglatan Belajar adalah Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan

Belajar Kabupaten Sumba Tengah;

Kepala Sanggar Kegiatan Belajar adalah Kepala Satuan Pendidikan Non Formal

Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Sumba Tengah;

Satuan Pendidikan Non Formai adalah Unit Organisasi di Lingkungan Dinas

Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga yang melaksanakan tugas Teknis Operasional

dibidang Pendidikan Non Formal;

10.Tugas Teknis Operasional adaiah Tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis yang
secara langsung berhubungan dengan masyarakat.
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BAB I
ORGANISASI

Bagian Pertama
Pembentukan

Pasal 2
(1) Dengan Peraturan Bupati ini status Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)
Sanggar Kegiatan Beiajar (SKB) diubsh menjadi Satuan Pendidikan Non Formal
Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kabupaten Sumba Tengah,
(2) Sanggar Kegiatan Belajag bertempat di Kecamatan Umbu Ratu Nggay Barat.

(3) fapggar Kegiatan Belajar dibentuk berdasarkan potensi, karakieristik dan beban
era.



Bagian Kedua
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 3

Sanggar Kegiatan Belajar berkedudukan sebagai Satuan Pendidikan Non Formal
pada Lingkup Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumba
Tengah.

Pasal 4

Sanggar Kegialan Belajar mempunyai tugas menyelenggarakan, membina,
mendampingi dan membual percontohan pelaksanaan program Pendidikan Anak

Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat,

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Sanggar
Keglatan Belajar memiliki fungsi :

a.
b.

™~

penyusunan Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
melaksanakan Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan
Masyarakat;

. melakukan Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan

Non Formal Lainnya;

. melakukan pendampinghn bagi Satuan Pendidikan lain  yang

menyelenggarakan program Pendidikan Anak Usia Dinl dan Pendidikan
Masyarakat,

. membuat Percontohan Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan

Masyarakat;
pengkajlan Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;

g. mengembangkan kurlkulum dan bahan befajar muatan lokal bagl program

Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;

. sebagai Pusat penyelenggara penilzian program pendidikan Anak Usia Dini dan

Pendidikan Masyarakat melaksanakan pengabdian Masyarakat;

pemberian motivasi kepada masyarakat dalam rangka terciptanya masyarakat
gemar belajar,;

memberikan layanan informasi kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini dan
Pendidikan Masyarkat,

pengintegrasian dan Penyingkronisasian kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini
dan Pendidikan Masyarakat;

pengeiolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Sanggar Kegiatan Beiajar,
dan

.melaksanakan tugas-tugas fain vang diberikan oleh Kepala Dinas Pendidikan

Pemuda dan Olahraga,

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Sanggar Kegiatan Belajar terdiri dari ;

a
b,
c.

Kepala,
Kepala Urusan Tata Usaha.dan
Kelompok .Jabatan Fungsional.

(2) Kepala adalah seorang tenaga fungsional yang diberi tugas tambahan sebagai
Kepala Sanggar Kegiatan Belajar yang berada dibawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Clahraga.

(3) Kepaia Urusan Tata saha adalah Pegawai Negeri Sipil yang berada dibawah
Kepala Sanggar Keglatan Belajar.

(4) Kelompuk Jabatan Fungsional adalah Pamong Belajar yang diangkat sebagai
tenaga fungsional oieh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan
Perundang-undangan.



M

(5) merupakan pendidik dan tenaga kependidikan dalam menyelenggarakan program
Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar yang terbagi dalam
berbagai kelompok sesual bidang keahlian.

(6) Bagan Organisasi Sanggar Keglatan Belajar adalah sebagaimana tercantum dalam
lampiran Peraturan Bupati ini .

Pasal 7

Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf 8, menjalankan tugas
memimpin dan mengelola Sanggar Kegiatan Belajar,

Pasal 8

Kepala Urusan Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal & ayat (1) huruf b,
menjalankan tugas administrasi Sanggar Kegiatan Belajar,

Pasal 9

Kelompok Jabatan Fungsional adalah Pamong Belajar sebagaiman dimaksud dalam
Pasal 6 ayat (1) huruf ¢, diberi tugas dan tanggung jawab, wewenang dan hak secara
penuh oleh pejabat yang berwenang uniuk melaksanakan kegiatan belajar . dan
mengajer, melakukan pembinaan, pendampingan, pembuatan percontohan,
pengembangan kurikulum, pengkajian program dan penilaian pendidikan non formal
seorta pengabdian masyarakat

Pasal 10

Penempatan Pegawal Neger Sipil pada Sangpar Kegiatan Belajar dilakukan oleh
Badan Kepegawalan Daerah atas usul Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
berdasarkan kebutuhan beban kerja dan analisa jabatan.
Bagian Keempat
Ketenagaan

Pasal 11
Sanggar Kegiatan Belajar mempunyai tenaga administrasi minimal 8 (enam) orang dan
Tenaga Fungsional minimal 15 (lima belas) orang.
Pasal 12

Apabila Kepala Sanggar Kegiatan Belajar berhalangan, Kepala Dinas Pendidikan
Pemuda dan Olahraga dapal menunjuk seseorang pelaksana tugas dengan
memperhatikan senioritas kepangkatan untuk melaksanakan tugas dan bertanggung
jawab selaku Kepala Sanggar Kegiatan Belajar.

Baglan Kelima
Pengangkatan dan Pemberhentian dalam Jabatan
Pasal 13

(1) Kepala Sanggar Kegiatan Belajar diangkat dan diberhentikan oleh Bupati setelah
mendapat usulan dan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.

(2) Kepala Urusan Tata Usaha dan Siaf pada Sanggar Kegialan Belajar, diangkal dan
diberhentikan olen Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga atas usul
Kepala Sanggar Kegiatan Belajar.

(3) Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan dengan peraturan
perundang-undangan yang beriaku,

-
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BABV
PEMBIAYAAN

Pasal 14

Anggaran Belanja Sanggar Keglatan Belajar dibebankan dan ditetapkan dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Tengah,

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Sumba Tengah Nomor
1 Tahun 2008 tenfang Pembentukan Organisasi dan Tala Kerja Sanggar Kegiatan
Belajar (SKB) Kabupaten Sumba Tengah (Berita Daerah Kabupaten Sumba Tengah
Tahun 2008 Nomor 1) dicabut dan dinyatakan tiiak berlaku.

Pasal 16

Pearturan Bupall ini mulai berfaku pada tanggal diundangkan.

Ager setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumba Tengah.

Diundangkan di Waibakul
pada tanggal 8 Mavet 2016

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBA TENGAH TAHUN 2018 NOMOR 9



LAMPIRAN .

PERTURAN BUPATI SUMBA TEN
NOMOR : 6 TAEUF 2016
TENTANG :  PERUBAHAN STATUS UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPTD) SANGGAR KEGIATAN

BELAJAR (SKB) MENJAD! SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL SANGGAR
KEGIATAN BELAJAR (SKB) KABUPATEN SUMBA TENGAH.

BAGAN ORGANISASI SANGGAR KEGIATAN BELAJAR
SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL KABUPATEN SUMBA TENGAH

KEPALA
L
KEPALA URUSAN
TATA USAHA
]
KELOMPOK
JABATAN
FUNGSIONAL




